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PERATURA]II BUPATI WAKATOBI
ITIOMOR : t/ TAHUN 2009

TENTANG

5F"qU-DUKAN, TUG4S POKOK, FUNGST DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOB|,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun eOog ientang Susunan Organis€si danTata Kerja Dinas D39r9h Kabupaten foakatobi, ,rr,"" oip"ndangperru menetapkan Kedudukan, Tugas pokok,'rungsi-dan tata
Kerja Dinas perhubungan, Komunikisidan rnform"ti[ij --

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam
huruf a, perru menetapkan perituran Bupati wakatobi.

Mengingat : 1' undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndone-sia Tahun 1g74
Nomor 5s, Tambahah Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 30-41) sebagaimana telah diubah-dengan'Unoint-Unoang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 16g, Tambahan Lembaran Neg"r" Repubrik
lndorresia Nomor 3gg0);

2' Undang-Undang Nomor2S Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolupsi, 

" Kor;;i dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g9g
Nomor 7s, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi oan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2oo3 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4B3g);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a38g);

5' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesil Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndc.rnesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor I Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun zoOs tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahrln 2004 tentang
Pennerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 200b Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 454S) dan diurbah

q
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ragi dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Unding-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan Daerair (Lemdaran 
-t,tegara 

Repubriktndonesia Tahun 2008 Nomo. s9,'i;';ffi;;; al=,r\orrrn NegaraRepublik tndonesia Nomor 4g44);
6' undang-r.Jndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah-prrrt-o"n'"p#Xrint"n 
Daerah(Lembaran Negara Repubrik lndonesia irnrn-iiioq Nomor 126,Tambahan Lembaran Repubtik tndonesia Noror iisAt 

'7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun lggg tentang KoordinasiKegiatan rnstansi Vertikar di Dalrah (Lemoaian r.i!g",- Repubrikrndonesia Tahun 1988 Nomor io, r,irti"[".'L"libaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3373);
8. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang wewenangPengangkatan, pemindahan dan pemb"in"ntiln' Fegawai Negerisipir (Lembaran Negara neprnrik rndonesi, r"nun 2003 Nomor15' Tambahan Lembaran 'rvejara 

Repubrik rndonesia Nomor4263);

9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianurusan pemerintahan antara p"rn"iinGll'tilil"h 
DaerahProvinsi dan pemerintah Daerah r"orp'"t*nixoi, (LembaranNegara Repubrik rndonesia Tahun 2007'Nomo," gg, TambahdnLembaran Negara Republik Indonesia frfo,oi+Za-f i'

10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran N"g"r" Repubrik rndonesia l.ahun2007 Nomor 82, Tambahan temoiran ttegara ReprLrir rndonesiaNomor 4737);

11' Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2oog tentang UrusanPemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan DaerahKabupaten wirat5oi rr-urnnur"n Daerah Kabupaten wakatobiTahr.rn 2008 Nomor 3);

12' Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang siusunanorganisasi dan Tata Kerja Dinar D;";;-[.b;;"" \A/akatobi(Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi rahun zciog Nomor s);
13' Peraturan Bupati wakatobi Nc,mor 5 Tahun 200g tentang Tatacara Penyusunan, pengajuan dan pembahasan pelraturan

Daerah, peraturan Bupati,-K-eputusan Bupati o"n rnriruLsi Bupatidi Lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
KABUPATEN WAKATOBI,

TENTANG KEDUDUKAN,
TATA KERJA DINAS
DAN INFORMATIKA



BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. BupatiadalahBupatiWakatobi.

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
5' Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika KabupatenWakatobi selanju tnya d isi ng kat Dish u bkom info.
6' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatikaKabupaten Wakatobi

7 ' Unit Pelaksana Teknts Dinas selanjutnya disingkat uprD adalah LtnitPelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi danlnformatika Kabupaten Wakatobi.

8' Kelompok Jabatan 
-Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi'oan lnformatika (abupaten

Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah
(2) Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Buoati melalui Sekretaris Da-eran

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan {asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi daninformatika.

Pasal 4
Untuk merryelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi dan
informatika;

b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang
perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c. Pembinaan terhadap uprD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.



BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri clari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan;

3. Sub Bagian program.

c, Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Darat dan Lalulintas;

2. Seksi prasarana.

d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

1. seksi Angkutan Laut dan Keseramatan perayaran;

2. Seksi Kepelabuhanan.

e. Bidang perhubungan Udara terdiri dari :

1. seksi Angkutan udara dan Keseramatan penerbangan;

2. Seksi Kebandar Udaraan.

f. Bidang Komunikasi dan lnformatika terdiri dari :

1. Seksi pos dan Telekomunikasi;

2. Seksi penyiaran dan periklanan.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan
huruf f, masing-masing dipimpin oreh seorang Kepara Bidang ying b;rroa oi
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas delam
memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan 

-umrm dan kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program,
evaluasi dan pelaporan Dinas.

(2) (1) huruf b, dipimpin oleh
bertanggung jawab kepada



c.

d,

A

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sekretariatmempunyaifungsi :

a. Peraksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsrpan,kehumasan dan protokoler, rumah tangg{ 
.'administrasi 

kepegawiaian,ketatalaksanaan, pendidikan dan p"r"tinIi-'aplratur serta hukum danPerundang-undangan .,

b' Peraksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan
[3131331; 

perbendah"ti"n, - 
verir*aii, " ;;il;;;,' o"n perranssungjawaban

Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;

;lrXtJX#inasian 
penvusunan program, evatuasi dan petaporan program

ffffffil"Hrtffj"i. vans diberikan oreh Kepara Dinas sesuai densan tugas

Bagian Ketiga

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 8
(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian program.

(2) subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
.masing_masing dipimpirr

-5ilU:t:ffi.[?fr''. subbasian vang berada oi niwan can S"rtangn"rnn jawab

Pasal g
(1) Subbagian urr,r,dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedomarrdan petu'juk teknis s*rti meraksanar."o 'r*iun 

ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan o.n p-iototot*,. ,urrri tangga,administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, p*noii'irrn dan pelatihan aparaturserta hukum dan perundang-undangan;

(2) Subbagian Keuangan dan perre.ngkap.an mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasiarrpenyusunan anggaran, penataus_ahaan. keuangan, perbendaharaan, verifikasi,pelaporan dan pertanggungjawaban rerangi; " *.t. pelaksanaan urusanpengelolaan barang dan aseibinas;
(3) subbagian program mempunyai 

, 
tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis serta meraksanakan pengko;roinusii,i p",irlrrn"n program, evaruasidan pelaporan program Dinas.

pasal 10

?i9:lg Perhubungan Darat mempunyai tugas metaksanakan
di bidang perhubungan darat.

sebagian tugas Dinas
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Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, BidangPerhubungan Darat merprn/ai fungsi :

a. Peraksanaan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan darat;b' Peraksanaan perayanan umum di bidang perhubungan darat;c' Pengendarian dan pengawasan keseramatan rarurintas;
d' Perak'anaankoordinasipenyerenggaraanrarurintas;

e' Peraksanaan kegiatan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
f' Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana perhubungan darat;s 

F:linX??Xl o::illi;i1"" prosram, evaruasi dan peraporan Bidang

h' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

pasal 12
(1) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari ;

a. SeksiAngkutan Darat dan Lalulirrtas;

b. Seksi prasarana,

ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
bawair dan bertanggung jawab keprada

pasal 13

seksiAngkutan Darat dan Lalurintas mempunyai tugas menghimpun pedonrandan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan lalulintas angkutan jalan dankeselamatan perhubungan darat.

seksi Prasarana mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis, serta meraksanakan pei-rbinaan, pengendarian dan pengawasanpenyelenggaraan prasarana perhubungan daiat.

Bagian Keempat

Bidang perhubungan Laut

pasat 14

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perhubungan laut.

pasal 1S

Untuk, menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, BidangPerhubungan Laut mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan laut;
b. Pelaksanaan perayanan umum bidang perhubungan raut;
c' Pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan operasionalkepelabuhanan dan angkutan laut serta plnunlang keselamltan petayiran;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada
:.eorang Kepala Seksi yang berada di
Kepala Bidang perhubungan Darat.

(1)

(2)

v)f



d.

e.

f.

Pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan raut;
Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan BidangPerhutrungan Laut; dan

Pelaksanaan tugas rain yang diberikan oreh Kepara Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

pasal 16
Bidang Perhubungan taut terdiri dari :

a. SeksiAngkutan l-aut dan Keselamatan pelayaran;
b. Seksi Kepelabuhanan.

seksi sebagaimana <rimaksud pada 
.a.yat (1), masing-masing dipimpin orehseorang Kepara seksi yang berada oi oawarL dan bert"anggrrng jawab kepadaKepala Bidang perhubungjn Laut.

pasal 17

seksi Angkutan Laut mempunyai tugal menghimpun pedoman dan petunjukteknis, meraksanakan penyiapan 6anan ptng;ndarlan dan pengawasanterhadap peraksanaan kegiaian peraya.ran oatarn-witayin x"nrpaten, bongkarmuat, ekspedisi muatan kapar riut rainnya, tasititas jasa pengurusantranspo.rtasi dan penunjang angkutan laut serta 6n"g""k"r;a bongkar muat danmelakukan pemberian ret<omendari pgii:il?l r.ana" p"iryaran (St U pp), suratizin perusahaan perayaran rakyat'tsrupEnj, l;;'i*rrrrhr"n penunjangangkutan raru rintas daerah kabupaten, merumuskan penetapan besaran tarifdan mengusurkan trayek angkutan raut perintis penba*asan daram rangkapelaksanaan kegiatan keseramatan peraya*n orn-["jJautan, meraksanakanpenetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal,kegiatan penunjang keselamatan peiayaran la'innya, pelaksanaanpembangunan sarana bantu navigasi petayaran, p"ng"rn"nan dan penertiban,penanggulangan pencemaran dan bantlan Snn "Jengan 
memperhatikanketentuan Peraturan perundang-undangan yang berraku.

seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis' melaksanakan penyiaparr perietapan i.ebijikan tatanan dan perizinanpelabuhan lokal, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan sertamelakukan bimbingan pelaksanaan pemanduan,"-jengaranan kegiatanpengembangan fasilitas dan peralatan pelabuhan, penoataman kolam dan alurpelayaran, melaksanakan pemberian rekomendasi atas penyelenggaraanurusan kepelabuhanan dan melaksanat<an segita- tfiatari xeperaftirraninyang telah menjadi kewenangan Kabupaten, mLlakukai pengembangarr danpembangunan serta pengelolaan pelabuhan dengan mempernatikan ketentuanPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kelima

Bidang Perhubungan Udara

pasal 1g

?.i9:lg Ferhubungan Udara mempunyai tugas metaksanakan sebagian tugas Dinasdi bidang perhubungan udara.



f.

Pasal 19

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasell 1g,Bidang Perhubungan Udara mempunyaifungsi : '
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan udara;
b' Pembinaan dalam pemberian rekomendasi pembangunan di dalam bandarudara, pemberian rekomendasi izin lokasi' oanoai udara oaram wilayahkabupaten;

c' Penertiban IMB bagi battgunan-bangunan dalam kawasan keselamatan atauoperasi penerbangan (KKoP) setelah menlapatt<an rekomendasi daripenyerenggara pengerora bandar udara, 'penertiban 
rekomendasipembangunan di daram bandar ydara dan pemberian oimoingan danpenyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar rdur";

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendarian penunjang keseramatanpenerbangan dan angkutan udara serta p;ngeroraan bandai ui"r"; 
--- '

e. Pelaksanaan . penyusunan program, evaruasi dan peraporan BidangPerhubungan Udara, dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok

dan fungsinya.

pasal 20

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

a. SeksiAngkutanUdara;

b. seksi Kebandarudaraan cian Keseramatan penerbangan.

seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin orehseorang Kepala seksi yang berada dibawah oan nertlnggung jawab KepadaKepala Bidang Perhubungan Udara.

pasal 21

seksi Angkutan udara mempu.nyai tugas rnerrghimplrn pedornan dan petunjukteknis, mempersiapkat teknis- penlenoaliai oin p"ng"*".an terhadap
kegiatan penerbangan dalam wilayah liabupaten, oongkar muat, ekspedisi, danpenarikan retribusi masuk bandara.

seksi Kebandarudaraan dan Keseramatan penerbangan mempurryai tugasmenghimpun pedoman dan petunjuk teknis, metaisanakan plmneffan
rekomendasi izin pembangunan ii dalam bandar udara, pemberian
rekomendasi izin lokasi bandar udara dalam wilayah Kabupaten, pengelolaan
bandar udara da n meng koordinasi ka n pembinaan'keseramaian peneroingan.

Bagian Keenam

Bidang Komunikasi dan lnformatika

pasal 22

Bidang Komunikasi dan lnformasitika mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang komunikasi dan informatikj.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 23

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22,Bidang Komunikasi dan lnformatika mempunyai fuigsi :

a' Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;b. Peraksanaan perayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
c' Pelaksanaan dan pengaturan pelayanan informasi dan komunikasi melaluipenertiban 

ledia cetak dan penataan, pembinaan media tradisional sertakerjasama dengan instansi ter[ait daram Lp"v"'r-"ny"rp"ikan pesan_pesankomunikatif melalui media;

d' Pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan perizinan bidang usahamedia cetak dan elektronik ; 
r- -"es'Yvr !

e' Pengkoordinasian dan pera.ksanaan kegiatan promosi hasir-hasirpembangunan dan potensi daerah melalui rn"Oii;'-.'
f. Pengkoordinasian, pengendarian dan pengawasan kegiatan jasa pos, usahajasa telekomunikasi dan lnformasi;
g. Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan EidangKomunikasi dan lnfcrmatika; dan
h' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel'i Kepara Dinas sesuai dengan tugaspokok

dan fungsinya.

pasal 24
Bidang Komunikasi dan lnformatika terdiri dari :

a. Seksi pos dan telekomunikasi;

b. Seksi penyiaran dan periklanan.

seksi sebagaimana dinraksud pada 
.a.vat (r), masing-rnasing dipimpin orehseorang Kepala seksi yang berada di bawah'oan oei'anggung jawab kepadaKepala Bidang Komunikasidan lnformatika.

Pasal 25

seksi Pos dan Terer<omunikasi mernpunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi danpenyusunan pelaporan kegiatan pelayanan jasa pos?an kegiatrn ,."nu;ui,telekomunikasi.

seksi Penyiaran dan periklanan mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis, .menyelenggarakan' petJyanan- Lrmum di bidangkomunikasi dan informatika, memneiit<an pelayanian rekomendasi perizinan,
mengkoordinasikan kegiatan promosi nasit-nasit pemoangunan dan potensi
daerah melalui media, pembinaan tertradap petai<u usahi di bidang ,"Ji,komunikasi dan informatika.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

pasal 26
(1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UpTD;
(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan

operasional dan teknis penunjang Dinas;
sebagai unsur pelaksana teknis
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YPID sebagaimana,dimaksud pada ay* (1)r pembentukan organisasi dan tatakerjanyaditetapkanreoirrranjuti;;;;'PeraturanBupati;

i#? fl5Jtri'l-:';i,"'B?;:ls Kepara vans berada di bawah dan bertanssuns

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasat 27
(1) Di lingkungan 

, 
Dinas d-apat dibentuk kerompok Jabatan Fungsionar sesuaikebutuhan berdasarka n pJratuian perunoarig-Iii",.., g" n ya ng berra kr.r.(2) Kelompok Jabatanfungsional Dtnas mempunyai tugas meraksanakan sebagiantugas Pemerintah oaerin di bidang pernuoung"nl.r.orrnikasi dan informatika

;ffii"X,:?llian 
dan kebutuhan oitd"tr*"n Flr"tur"n perundang-undansan

(3) Kerompok Jabatan Fungsionar terdiri atas sejumrah tenaga fungsionar yang
SS|;lr:* ditetapkan -oerJasar*an 

p"r"tuiin "'Ferundang_undansan 
yans

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsionar senioryang ditunjuk, berada di bawah oil ri*rt*g;*n;il"b kepada Kepara Dinas.(5) Jenis tenaga fungsional cJitentukan 
. berdasarkan kebuturhan beban keryaberdasarka r pe ratu ra n pe ru noin g-u noan gr;]il;; rr a ku.(t) j;['.3:l 

i?Hl1l*flt:t 
runssionar diatur berdasarkan peraturan perundang-

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28
Daram meraksanakan tugas, Kepara Dinas, sekretaris, Kepara Bidang, Keparasubbagian dan Kepalt $k;i oi-rilgt ung"n bio"r"i.,L'"r"pr."n prinsip kbordirrasi,
3:?.YIi''l3;: ;S*"JH; ilJ"?5, :"i;il 

;"iik; il ; i t i'n iiu nsan Di na s m au pu n a nta r

Pasal 2g
(1) setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan ag3r mengambir ranjr<an-ijrgffi yang diperrukan sesuaiden gan peraturan perunoaig_uno"ng";_.r 

v"ng nld"k,
(2) setiap pimpinan. bertanggung jawaf memimpin dan merrgkoordinasikanbawahannya masing-mati-n! o5n memnerikan oimbingan serta petunjuk dalampelaksanakan tugas bawahjnnya.
(3) setiap pimpinan wajib mengikuti_dan.mematuhi petunjuk dan bertanggung

';y-i:"i::ada 
atasan masin!-masins dan r""vi"imn i"porun o"rrJ" puoa

(:4) $etiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dandipergunakarr sebagai bahan untrt rinru.r,ui rrplirn dan untuk memberikanpetunjuk kepada bawahan.

(3)

(4)

r*
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(5) Dalam menyampaikan laporan 
.masing-masing kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan pula kepadJ satuari organisasi lain yang; secarafungsional mempunyai huburigan kerla.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehpimpinan satuan organisasi bawahannya darrr iaram rangka pemberianbimbingan kepada bawahan masing-ma;ir; *ril mengadakan rapat berkara.

pasal 30
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasir guna, masirg-masing pejabat daramlingkungan Dinas dapat menoeLgaskan kew*-n"ng"n tlrtentu kepada pejabat di

i::l5[* 
sesuai dengan t<etenf,.rin oan peratur-an perundang-undangan yang

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasal 31
Kepala Dirias, sekretaris, Kepara Bidang, Kepara subbagian dan Kepara seksi dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentiian oi"n grp.ti.-

BAB VI

PEMBIAYAAN

pasal 82
(1) Segala biaya yang diperlukan gunapelaksanaan tugas Dinas dibebankan padaAnggaran pendapatan dan Betanja br"r"nl 

'--" '"v'

(2) Dengan tidak.mengurangi ketentuarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas dapat diberikan bantuan sesuai oengln k*i"ntrrn perundang-unclangan
yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

pasat 33
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 34
pgnOan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atautidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tioat< berraku lagi.

t
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pasal 35
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah rc"iirpIGn wakatobi.

Ditetapkan di Wangi- Wangi
padatanggal 19-e- 2009

d-BUPAT| WAKATOB|,Nm (Jrqul.r';'
,.. -''.1 ""-.,".,.:t1,.

Dtatct s _p erhat'yng.u1!
UftlunrJ"ts I-*-l- ... ..

{lvhuro

Diundangkan di Wangi-
pada tanggal 29, 6

t -*(__--- Yw_ \.+-

HUGUA

SEKRETARIS D ATEN WAKATOBI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO9

NOMOR : 17

HARDIN LAOMO
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